DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Achmad Ali, 1999, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis PT. Gunung Agung, jakarta.

Adami Chazawi, 2009, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,
Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan
dan Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Adami Chazawi, Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT. Raja
Grafindo.

Adani Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo,
Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif
Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty,
Yogyakarta.

Andre Ata Ujan, 2009, Filsafat Hukum: Mem-bangun Hukum, Membela
Keadilan, Kanisius. Yogyakarta

Artidjo Alkostar, 2008, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia
peradilan 281

Bagir Manan, 2004, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),
FH-UI Press. Jakarta

Bambang Poernomo, 1981, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,
UNDIP, Semarang.

Bismar Siregar, 1989, Bunga Rampai Karangan Tersebar, Rajawali
Pers, Jakarta.

Dalam B. Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum. Citra Aditya
Bakti, Bandung.

2 Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta.

Adami Chazaw. SH, 2002. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo
Persada. Jakarta.

Optimized using
trial version
www.baleslo.com 136




E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

Edi Susanto, 2016, Studi Hermeneutika Kajian Pengantar, Kencana.

Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika
Aditama. Bandung.

F. Budi. Hardiman, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas,
Kanisius, Yogyakarta.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum,
Kencana Prenada Media grup, Jakarta.

Frans Magnis Suseno, 1991, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia

Frans Magnis Suseno, 1995, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah
Filosofis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Franz Magnis Suseno. 1987, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok
Filsafat Moral, Pustaka Filsafat. Jakarta

Gregory Leyh, 1992, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik,
Penerjemah M Kozin, Nusa Media, Bandung.

HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Grasindo,
Surakarta.

Hendra Sudrajat dkk, 2022, Politik Hukum Pemilu,Padang Sumatera
Barat, PT. Global Ekskutif Teknologi.

I.G.N. Soegangga, 1994, Pengantar Hukum Adat, Badan Penerbit
Undip, Semarang

Jan Rammelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta

Jazim Hamidi, 2011, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat dan
Metoda Tafsir, UB Press.

John Rawils, Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Kaelan, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi,
Paradigama. Jakarta

Kees Bertens, 1999, Sejarah Filsafat Yunani, Kanasius. Yogyakarta

. Bertens, 2002, Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman,
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Optimized using
trial version
www.baleslo.com 137




Kelsen, H. (2014). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,
Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen: General theory of law
and state, penerjemah Raisul Muttagien. Penerbit Nusa Media.

Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar
Grafika. Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana Sinar
Grafika, Jakarta

Lili Rasjidi, 2007, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung

Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis
dan Praktek pradilan, Mandar Maju

Lon. L.Fuller, 1964, Morality of Law, Yale University Press, New Haven
MH. Tirtaamidjaja, 1955, Pokok-pokok Hukum Pidana Fasco, Jakarta.

Miriam, 2008, Dasar-Dasar lImu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam
Hukum Pidana Bina aksara, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama
Media, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori—Teori dan Kebijakan Pidana.
Alumni. Bandung.

Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam
Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia,
Jakarta

Niniek Suparni, SH. 2007. “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem
Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Hidayat Sardine, 2011, Restorasi penyelenggaraan pemilu di
Indonesia, fajar media pers, Yogyakarta.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, 1980, Peradilan Bebas dan
Contempt of Courts, Diadit Media. Jakarta

Oemar Seno Adji, 1987, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta:
Erlangga

r Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta

Optimized using
trial version
www.baleslo.com 138




Puteri Hikmawati, Dkk, Penafsiran Terhadap Objek Pelanggaran
Kampanye Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
Ancaman Sanksi Pidananya.

Rachmani Puspitadewi, 2017, Penerapan Hermeneutika di Ranah
Hukum, Unpar Press, Bandung.

Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar
Maju, Bandung

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Konteporer, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta, Laboratorium
Jurusan llmu Pemerintahan dan Jurusan Iimu Pemerintahan
Fakultas limu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Sodikin, 2014, Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek
Ketatanegaraan), Gramata Publishing, Bekasi.

Soejadi, 2003, Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya
di Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta

Sudaro, 1990, Hukum Pidana 1, Cetakan ke 2, Yayasan Sudarto
Semarang.

Syahruddin Nawi, 2014, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian
Hukum Empiris, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makassar.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Achmad Edi subianto, 2020, Pemilihan Umum Serentak Yang
Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,
Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni

Anwar Mujahidin, 2013, Hermeneutika Al-Qur'an, STAI Po Press.

Barhanuddin dan Abuyazid Bustomi, 2019, Kemandirian Hakim dalam
Perspektif Kenegarawan, Fakultas Hukum Universitas
Palembang, Volume 17, Nomor 3, September

r Franky Siregar, 2016, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota
Ypgyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta.

Optimized using
trial version
www.baleslo.com 139




Bernard A. Sidharta, 2004, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum,
Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(PSHK), edisi 3 Tahun IlI, November, Jakarta

Diyar Ginanjar Andiraharja, Politik Hukum pada Penanganan Tindak
Pidana Pemilu, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 1

Fahruddin Faiz, 2003, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan
Kontekstualisasi, Qalam, Yogyakarta.

H. Franken, 1997, Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke, Gouda
Quhnt.

Jimly Asshiddigie, 2006, Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen
Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember

Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di
Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25, No. 2

Khairu Fahmi, 2015, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal
Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.12,
Nomor 2 Juni

Khairul Fahmi, sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal
Konstitusi, Volume 12, Nomor 2.

Lintong Oloan Siahaan, 2006, Hakim dalam Pembaharuan Hukum di
Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui Hakim agar
Menghasilkan Putusan yang Berkualitas, Jumal Hukum dan
Pembangunan, No. 1

Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan
Asasi, STIH IBLAM.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan,
Kanun Jurnal llmu Hukum, No. 66, Agustus

Oemar Seno Adjl, 1966, Prasarjana pada Seminar Ketatanegaraan
Undang-Undang Dasar 1945, Seruling Masa, Jakarta

R. Siti Zuhro, 2019, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, Jurnal
Penelitian Politik, Volume 16, Nomor 1, Juni

Sudikno Mertokusumo, 1997, Sistem Peradilan di Indonesia, 4 Jurnal
Hukum FH-UII, Jakarta

0, 2017, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal
Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, Oktober

Optimized using
trial version
www.balesio.com 140




Triono, 2017, Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat
Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal agregasi,
Volume 5, Nomor 2.

Urbanus Ura eruin, Dwi Andayana B, t. Atalim, 2016, Hermeneutika
Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, Jurnal
Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret.

Wahyu Iswantoro, 2018, Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi
Terhadap Perkembangan Praperadilan, Majalah Hukum
Nasional, Nomor 1

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tentang
Pedoman Fungsi Hirarkhis Badan-Badan Pengadilan/Hakim

Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Poso
Putusan Nomor 09/Pid.B/2019/PN Pal

Optimized using
trial version
www.balesio.com 141




